RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA-BELANJA

SKPD

Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Unit Organisasi

:1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sub Unit Organisasi

Program

:1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Kegiatan

: 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi

Sub Kegiatan

: 1.03.12.1.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]

Lokasi

: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Masyarakat / Publik Provinsi Papua Barat

Alokasi 2024 : Rp. 0,00
Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 500.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi

30 Persen
94.50 Persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 0,00
Keluaran Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal 0 Berita Acara
Hasil - -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

: 1.03.12.1.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal

Sumber Pendanaan

: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]

Lokasi

: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Rinci Perhitungan

Uraian
Koefisien Satuan Harga

PPN

Jumlah

Data Laporan Kosong

Jumlah :

Provinsi Papua Barat,
Plt. Kepala DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

HERI BERTUS HEDDY WIRYAWAN, S.T., M.Sc
NIP. 197607092006051001

Rp. 0,00




Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




